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PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA

KEPALA DESA SAMBUNG,
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia  menjamin
kesejahteraan tiap-iap warga negaranya, termasuk

perfindungan terhadap hak Perempuan dan Anak yang
merupakan bagian darf hak asasl manusia;

bahwa anak adalah amanah dan karunla Tuhan Yang Maha

Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan Martabat sebaqgai
manusia seutuhnya;

bahwa posisi dan peran perempuan dan laki<aki sama di mata
ekonomi, politk, hukum, sosial, budaya dan agama;

bahwa terjadi banyak masalah pada perempuan dan anak
sebagai akibat pandangan sosial yang btas gender;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hunuf a, b, é,
dan d perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perindungan
Perempuan dan Anak;

1. Undang-Undang Nomor 3% Tahun 1939 tentang

Mak  Asasl Manusla (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 1939 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 3835);

Undang-Undang  Nomor 13  Tahun 2003  tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279 );

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4413);



4, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720 );

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahuh 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 4367); T

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahut 2012 tentang Sistern
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Repudlik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5332);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang WNomor 23 Tahua 2002 Tentang
Perfindungan Anak {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606); ~ = 7

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah fomor 47 tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republk  Indonesia Tahun
2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sambung tanggal 6
Maret 2023 Nomor : 4 Tahun 2023 tentang Kesepakatan atas
Rancangan Peraturan Desa Sambung tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNG
dengan
KEPALA DESA SAMBUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ¢ PERATURAN DESA - SAMBUNG TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama (ain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesattan masyarakat hukum yang memitikl batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,



kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asat
usul, danfatay hak tradisional yang diakul dan dihormatl dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintzhan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemedntahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesla. '

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyaweratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang
selanjutnya disebut  BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakat! bersama BPD,

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan. :

7. Perfindungan Anak adalah segala keglatan untuk menjfamin dan melindungl Anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
opimal sesual dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
pedindungan dar kekerasan dan diskriminasi.

8. Perlindungan Berbasls Komunitas adalah sebuah gerakan atau jaringan yang
secara aktf melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain.

9. Llayanan Berbasis Komunitas adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa

dan/atau Penerfma mandat untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan
anak.

10. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat imbuinya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikclogis, danfatau penelantaraan rumah tangga termasuk
ancaman untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangqa.

11, Pusat Pelayanan Terpadu Perfindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya
disebut P2TP2A adalah kumpulan pembedd layanan Perindungan Perempuan dan
Anak dl tingkat Kabupaten Lombok Timur., -

12. Korban adalah orang yang mengalami kekerasen dan/atau ancaman datam lingkup
rumah tangga dan masyarakat.

13. Perlindungan adzizh segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman
kepada korban yang dilakukan oleh pihak keiuarga, advokat, (embaga sosial,
kepollsian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara
maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

14. Sistem Infortnasi Desa adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan
Informasi untuk mendukung pengelolaan sufnberdaya berbasis komunitas di
tingkat desa.

15. Operator dan/atau Tim Layanan Informasi Desa adalah orang atau kelompok
orang yang diangkat atau dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengelola
layanan informasi di tingkat desa. T



16. Bale Balaq adalah tempat sementara bagi korban untuk pembinaan yang sifatnya

kekeluargaan, diberfkan dengan cara yang baik untuk tujuat rmengembalikan
kehldupan dalam keluarga,

17. Pelayanan Terpadu Desa adalah penyelenggaraar semua kegiatan perfindungan
perempuan dan anak yang dilakukan secara terpadu, dengafh cara melibatkan
pihak-pihak dl tingkat desa secara bersama-sarha,

Pasal 2

(1) Setiap orang wajib memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak

(2) Perlindungan bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan dengan Berbasis Komunitas ™

(3) Perlindungan perempuan dan anak Berbasis Korhunitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang dilakukan oleh pemerintah desa dan/atau lembaga lain yang
telah diberikan mandat dilakukan dengan Layanan Berbasis Komunitas

Pasal 3
Pernerintah Desa walib melakukan sosiallsasi terhadap:

hak-hak warls bagl perempuan; dan
pentingnya pendidikan bagi perempuan dan anak

S T T 2

s. dampak negatif perkawinan dint/usia anak;
b. dampak negatif poligami;

¢  dampak perceraian;

d. bentuk-bentuk pelantaran anak;

e¢.

f.

Pasal4

Sosfallsast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melibatkan pattisipasl aktif
masyarakat,

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib mendorong meningkatkan partisipasi pererhpuan untuk tertibat
dalam pembangunan desa.

BAB I1
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 6

Penyelenggaraan  Perfindungan Perempuan dan Anak berasaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pasal?7
Prinsip-prinsip Perindungan Perempuan dan Anak meliputi:

a. non diskriminast dan non eksploitasi;

b. kepentingan yang terbaik hagl perempuan dan anak;

¢ hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang; dan
d.

berpartisipasi secara optimal sesual harkat dan martabat kemanusiaan dan
penghargaan terhadap anak. '

Pasal 8
Perfindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

a. menjamin terprenuhinya hak-hak bagi perempuan dan anak;
b. Mengantisipasl terjadinya diskriminasl dan eksplditasl bagl perempuan dan anak;
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meningkatkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa; dan

berpartisipasi aktifnya masyarakat secara optimal sesual dengan Markat dan
martabat kemanusiaan.

& p

BAB II1
RUANG LINGKUP
Pasal 9

Ruang Uingkup pengaturan dalam Peraturan Desa ini meliputi:
a. layanan informasi;

b. Bale Balag; e ke

¢ pelayanan terpadu desa;

d. Kelompok Konstituen;

e. penyelesaian sengketa;

f. pembinaan dan pemberdayaan; dan

g. pemblayaan,
BAB IV

LAYANAN INFORMASI

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa wajib menyediakan layanan informast untuk terciptanya
. perfindungan perempuan dan anak di desa.
(2) Menyedlakan [ayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi:
a, layanan kesehatan ibu dan anak;
b. layanan pendidikan;
¢. informasi sosial dan ketenagakerfaan;
d. mekanisme layanan administrasi oleh pemerintah desa ke perempuan dan
warga
mekanisme layanan penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak;
dan
f. informasi-informast pemberdayaan menuju perempuan berdaya.

o

Pasal 11

Penyedlaan layanan informasi sebagaimana dimaksud' galam Pasal 10 ayat (1) dapat
dilakukan melalui media: -

a, Papan Informast Desa, Papan Informasi Kampung, dan/atau Papan Informasi RT;
b. Media Elektronik;
1) TV Kabel; dan
2) Radio Komunitas;
¢, Media Intemnet;
1) Webstte desa; dan
2) Media soslal;
d. Media Rakyat, seperti:
1)} Kesenian tradisional;
2) Pengajian dan kegiatan keagaman {ainnya;
3) Keglatan soslal kemasyarakatan; dan
4) Corong Masjid;



€. Koran Kampung atau koran desa; dan/atau

f.

Media lainnya yang dianggap efekif untuk penyebariuasah perindungan
perempuan dan anak.

Pasal 12

Pemerintah Desa harus mengintegrasikan layanan informasi  perlindungan
perempuan dan anak dengan Sistem Informasi Desa,~~

Pasal 13

(1) Untuk mengefektifkan pemberian layanan inforrnasi, Pememntah Desa dapat
mengangkat operator dan/atau atau im layanan informasi desa,

(2) Operator dan/atau tim layanan informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa,

Pasal 14
Operator layanan informast desa perfindungan perempuan dan anak bertugas;

a. menylapkan semua bentuk layanan informasi desa temtang perindungan
perempuan dan anak;

b. menyebarkan Informasi pada warga tentang perfiidungan perempuan dan anak;

c. berkoordinasi dengan sumber daya terkait di desa untuk penyebaran informasi;

d

. melakukan pendataan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
dan/atau masatah perempuan dan anak [2innya; dan

e. melaporkan keglatan [ayanan inforrasl secara periodik kepada Kepala Desa.
Pasal 15

Pengaturan lebih Tanjut tentang operator dan/atau tim layanan informasi desa diatur
dalam Peraturan Kepala Desa

BABYV
BALE BALAQ
Pasal 16 -

(1) Pemerintah Desa dapat menyedizkan Bale Balaq.

(2) Bale Balaq Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagal:
rumah singgah sementara bagi karban;

rumah aman sementara bagi korban;

rehabilitasi sementara bagi korban;

konseling sementara pada korban;

mediasi antara korban, keluarga dan pelaku; dan

reintegrasi korban dengan keluarga dan masyarakat.

e

poap e

™

Pasal 17

Bale Balaq sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan dalam
bentuk:

a. Bale Balaq sementara dl rumah tokoh masyarakat;
b. Bale Balag sementara di rumah Kepala Dusun; dan/atau
¢. Bale Balaq yang disiapkan oleh Pemerintah Desa;

s



pasal Ig_ c o

Bale Balaq yang disiapkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasat
17 hunuf ¢ harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 19

Bale Balaq yang disiapkan oleh Pemerintah Desa sebagaithana dimaksud dalam Pasal
17 huruf ¢ dapat diintegrasikan dengan fungsi lainnya, seperti:

Pusat layanan Informasi;

Pusat pemberdayaan dan perfindungan perempuan dan anak;

Pusat Layanan Terpadu;

Sekretartat Kelompok Konstituen; dan/atau

e. Pusat keglatan lainnya,

apesp

Pasal 20

(1) Pemerintah Desa dapat mengangkat pengelola Bate Balag.
(2) Pengangkatan pengelola Bale Balaq sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
mendapat persetujuan BPD,

pPasal 21

(1) Dalarh mengoptimalkan Peran Bale Balag, Pemertntah Desa dan/atau pengelola
dapat bekerja sama dengan Instansi terkait di luar desa.

(2) Kerja sama dengan isntansi terkait di luar desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditakukan dalam bentuk:

3. penanganan dan pemberdayaan korban secara bersama-sama; dan/atau
b. rujukan Kotban.

Pasal 22

Pembentukan Bale Balaq yang disiapkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat {3) huruf ¢ selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala
Desa, '

BAB VI
PELAYANAN TERPADU DESA
Pasal 23

(1) Pemerintah Desa dapat menyiapkan Pelayanan Terpadu Desa,
{(2) Pelayanan Terpadu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a, Pelayanan Terpadu Desa untuk Penempatan Pekerja Migran; dan/atau
b. Pelayanan Terpadu Desa untuk pemberdayaan dan penguatan ahak,
perempuan beserta keluarganya.

Baglan Kesatu
Pelayanan Terpadu Desa Untuk Pekerja Migran

Pasal 24

Pelayanan Terpadu Desa untuk Penempatan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a bertujuan:

a, memastikan terjadinya perlindungan bagi calon pekerja migran, perempuan, anak
dan semua anggota keluarga yang ditinggalkan;
b. memastikan calon pekerfa migran memilih jalur aman;, dan



¢. Turut aktifnya peran Pemerintah Desa, Tokoh masyarakat, pemuda, keluarga dan
elemen-elemen potensial lainnya di desa dalam membertkan perindungan bagt
pekerja migran dan anggota keluarganya.

Pasal 25
Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagal;

a. pusat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Kepala Dusun dan Kepala Rumah
Tangga dalam hal pemberdayaan calon Pekerja Migran;

pemberian layanan administrasi desa yang aman untuk bekerja ke luar negest;
Informasi tentang PPTXIS dan lokas! penempatan;

penyediaan data terkalt data perekrutan, penempatan dan data keluarga Pekerja
Migran; dan

ap e

pusat koordinast antara Pemerintah Desa dengan Instansi terkait di Kabupaten dalam
hal perfindungan Pekerfa Migran di Desa.

Baglan Kedua
Pelayanan Terpadu Desa Untuk Pemberdayaan dan Penguatan
Anak, Perempuan Beserta Keluarganya.
Pasal 26

Pelayanan Terpadu Desa untuk Pemberdayaan dan Penguatan anak, Perempuan
Beserta Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf 2
berttjuan: '

a. memastikan setiap anak, perempuan dan anggota keluarganya mendapatkan
layanan optimal darl pemerintah Desa;

memastikan setiap anak di desa bisa sekolah dengan layak;

memastkan setiap anak tercatat di catatan sipil;

memastikan setiap anak terhindar darl usaha perkawinan anak/perkawinan dini;
memastikan setiap perempuan di desa mempunyal hak-hak yang sama dengan laki-
lakl; -

f. turut aktifiya peran Pemerintah Desa, Tokoh masyarakat, pemuda, keluarga dan
elemen-elemen potensial lainnya di desa.

Pasal 27

Pelayanan Terpadu Desa untuk Pemberdayaan dén Penguatan Anak, Perempuan
Beseria Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat {2) huruf b berperan
sebagal;

PapF

a. pusat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Kepala Dusun dan Xepala Rurnah
Tangga dafam hal pemberdayaan Anak, Perempuan dan keluarganya;

b. pemberian layanan administrasi desa yang aman untuk perempuan dan anak;

¢. penyediaan data terkalt data anak, perempuan dan keluarga di desa; dan

d. Pusat koordinast antara Pemerintah Desa dengan Instansi terkait ¢l kabupaten
tentang perfindungan Anak, Perempuan dan keluarganya di Desa.

Pasal 28

Pemerintzh Desa dapat menyatukan Pusat Layanan Terpadu Desa untuk Penempatan
Pekerfa Migran dan Pusat Pelayanan Terpadu Desa untuk pemberdayaan dan
penguatan anak, perempuan beserta keluarganya. *

3.



Pasal 29

(1) Pemerinteh Desa bersama Kelompok Konstituen danfatau tim layanan yang
diberikan mandat Oleh Kepala Desa wajib menyusun Rencana Strategis desa untuk
perlindungan perempuan dan anak.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
KELOMPOK XKONSTITUEN
Pasal 30

(1) Pemerintah Desa Dapat menetapkan Kelompok Konstituen Perlindungan Perempuan
dan anak di ingkat desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh masyarakat.

(2) Kelompok Konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan;
a. perwakilan dari masing-masing kepala dusun;
b. kader perempuan desa; dan/atau
¢. tokoh-tokoh masyarakat desa.

Pasal 31 _
Kelompok Konstituen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berperan:

Pember Layanan informasl;
melakukan pernberdayaan dan penyadaran untuk perempuan, ;
menetima pengaduan;
melakukan pencatatan;
melakukan pendokumentasian;
membantu penanganan kasus;
pendampingan korban;
memberikan konseling;
mermnberfkan bantuan hukum; e
membangun jejaring dengan instansi terkait di kabupaten;
melakukan rujukan korban;
Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan/atau P2TP2A di
tingkat kabupaten;
. Merancang rencana kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan dan anak di
desa; dan/atau
n. melakukan pemberdayaan ekonomi.

—ETm oD AD TN
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Pasal 32

Kelompok Konstituen Perfindungan untuk Perempuan dan Anak ditetapkan dalam
Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 33

Penyelesaian sengketa untuk perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa dapat
dilakukan melalul proses:

a, Penyesaian hukum:
1) Perdata; dan
?) Pidana



b. Rujukan korban; dan/atau
¢. Penyelesaian Kearifan lokal.

Pasal 34

Rujukan sebagal mana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditakukan dengan
mempertimbangkan jenls kasus dan sumber daya yang dimiliki desa.

Pasal 35

(1) Penyelesaian Keartfan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf ¢

dllakukan dengan melibatkan korban, keluarga, tokoh-tokoh masyarakat, Kelompok
Konstituen, Pemerintah Desa dan pelaku.

(2) Penyelesalan kearffan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dan peraturan perundang-undangan

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAN
Pasal 36

Pemerintah Desa wajib melakukan sostalisasi tentang bentuk-bentuk perlindungan bagi
perempuan dan anak.

Pasal 37

(1) Pemerintah Desa wajib melakukan pemberdayaan bagt perempuan desa untuk bisa
setara dengan laki-laki dalam membangun desa,

(2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Desa harus:

a. merencanakan program desa untuk perempuan;
b. melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa; dan

c. melibatkan perempuan dalam memonitor dan Mmengawasi pelaksanaan
pembangunan desa,

Pasal 38 -

{1) Pemerintah Desa, masyarakat dan keluarganya wajib membantu korban berserta

pelaku terjadinya pelanggaran bagi perempuan dan anak untuk bisa diterima di
masyarakat.

(2) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan
proses rehabilitas]

Pasal 39

(1) Pemenntah Desa, masyarakat dan kelvarga wajib melakukan pembinaan terhadap
korban untuk bisa hidup layak di masyarakat.
{2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lewat

pemberdayaan mandirt oleh desa dan/atau bekerja sama dengan pihak-pihak di
dalam dan di luar desa.

BAB X e
PEMBIAYAAN
Pasal 40

(1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran bagi semua kegiatan yang
muncul darf Peraturan Desa Ini.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Alokasi Dana
Desa dan/atau sumber lainnya
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(3) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dart:
a. swadaya masyarakat; dan/atau

b. dana hibah dart pihak-pihak luar seperti dari unsur pemerintah atau swasta.

Pasal 41

Dana hibah sebagai dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (3) huruf b berasal dari sumbangan
para pihak yang tldak mengikat

Pasal 42
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kembang Kerang.

kan di Desa Sambung,
al 6 Maret 2023
SAMBUNG

DIYAWAT1,



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNG
KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNG

NOMOR : 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
KEPALA DESA SAMBUNG,

Metimbang 2. bahwa Megera Kesatuan Republk Indonesia menjamin kesejohteraan tap-tiap
warga negaranya, termasuk perfindungan terhadap hak Perempuan dan Anak yang

merupakan bagian dari hak asasi manusia;

. bahwa anak adalah amanah dan kansnia Tuhan Yang Maha Esa, yang datam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

¢. bahwa posisi dan peran perempuan dan JakiHaki sama di mala ekonomi, politk,
hukum, sosial, budaya dan 2gama;

d. Dbahwa terjadi banyak masalah pada perempuan dan anak sebagai akibat pandangan
sosial yang bias gender;

. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hunif a, b, ¢, dan d pedu ditetapkan
Peraturan Desa teritang Perindungan Perempuan dan Anak;

)
.

Mengingat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Mak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1998 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeraan (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4279 };

3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahuh 2004 Nomor 95,
Tambahian Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4419},

4, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentany Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Anak (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4720 );

5. Undang-lndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Scsial (Lembaran
Negara Repubfk Indonesia Tahum 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara
RepubTk Indonesia Nomor 4567),

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Repubfik indonesia Nomor 5332);

7. Undang-Undang Nofmor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubdlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);



8. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pembahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang tetah diubah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 123.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Mempeihatikan Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa Sambung
pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 bertempat di balai Desa Sambung membahas
Rancangan Peraturan Desa Sambung tentang Perlindungan Perempuan dan anak
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN
KESATU Memberikan kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Sambung tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak
KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Drtetapkan di Sambung
TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
2. CamatUndaan;
3. Pertinggal.



BADAN PERMUSYAWARATAN OESA SAMBUNG
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNG

Pada had ini senin tanggal enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh bga bertempat di Balai
Desa Sambung Kecamatan Undaan diselenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sambung
bersama Pemerintah Desa Sambung, yang dihad'rri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Sambung, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Sambung sebagaimana daftar hadtr terlampir.

Dalam Rapat Pimptnan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa tersebut telah
diperoleh kata sepakat oleh segenap anggota mengenai pakok-pokok hasil pembahasan 9ebagai berikut

Memberikan Kesepakaton atas Rancangan Peraturan Desa Sambung tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak

Demikian Bertta Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

52023
Desa Sambung



Rapat

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Hart/ Tanggal
Tentang

Keterangan

Jumlah Anggota:

Hadrr
Tidak hadrr
Quorum

5 Orang
5 Orang
-Orang
5 Orang

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sambung
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal 6 Maret2023

DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BPD

Badan Permusyawaratan Desa
Sambung

Undaan

Kudus

Senin / 6 Maret 2023

Membahas Rancangan Peraturan Desa Sambung tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak



DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA SAMBUNG DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNG

Hart/Tanggal Senin/ 6 Maret 2023
Jam : 19.30 WIB
Tentang . Membahas Rancangan Peraturan Desa Sambung tentang Pertindungan
Perempuan dan Anak
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Astuti Widfyawati.SPd.
2. Sukarf

3. Suhartono

4, Sufetiyono

5. HusnulWafa. SPdl.
6. Aitf Agus Sukamto

7. Hadlyanto

8. Fauzul Khusnia

jL
Kepata Desa

Ptl Sekdes

Kaur Keuangan

Kepala Dusun

Kasi Kesejahteraan

Kaur Umum
Staf Admin
Staf Admin
8
Maret 2023
SA SAMBUNG
=

OIYAWATI. SPd.



